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BABIV 

PENUTUP 

I. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian di dalam Bab II, dan Bab III dapat disimpulkan 
bahwa: 
,. UU Nomor 4 Tahun 1999 belum secara jelas dan tuntas mengatur 
mengenai pelaksanaan wewenang OPR untuk meminta keterangan 
terhadap pejabat negara. atau pejabat pemerintahan, atau warga 
masyarakat~ 
2. 	 Keputusan OPR RI Nomor 16/0PR R1I1I1999-2000 tentang Peraturan 
Tata Tertib DPR RI yang mengatur mengenai kewajiban bagi individu 
yang dipanggit untuk hadir telah meLampau i substansi terutama 
berkaitan dengan Pasal 172 Peraturan Tata Tertib yang merupakan 
aturan pelaksanaan dari wewenang OPR rnerninta keterangan; 
3. 	 Pelaksanaan wewenang DPR untuk rneminta keterangan warga 
masyarakat berbenturan dengan wewenang kepolisian sebagai lembaga 
yang rnenjalankan fungsi pemerintahan~ 
4. 	 Terhadap pelaksanaan wewenang OPR untuk merninta keterangan 
belurn memberikan perlindungan hukum kepada orang yang dipanggil 
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untuk dimintai keterangan dengan alasan bahwa tindakan DPR 
memanggil orang didasarkan kepentingan rakyat banyak yang dirugikan. 
2. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas. maka untuk 
dapat menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi 
rakyat: 
1. 	 UU Nomor 4 Tahun 1999 hams dengan jelas dan tuntas mengatur 
mengenai pelaksanaan wewenang DPR untuk meminta keterangan 
terutama yang berkaitan dengan kewajiban yang hams dipenuhi oleh 
orang yang dipanggit; 
2. 	 Diadakan perubahan terhadap ketentuan Pasal 172 Peraturan Tata Tertib 
DPR sebagai aturan pelaksana daTi UU Nomor 4 Tahun 1999 dengan 
mengatur hal·hal formil yang mengikat anggota DPR. 
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